
 
 
 
 
 
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 55 TAHUN 2026 

TENTANG 
KONSULTAN PAJAK 

DAN PIHAK LAIN YANG BERTINDAK SEBAGAI KUASA WAJIB PAJAK 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja  Menjadi Undang-Undang, 
perlu disusun pengaturan untuk memperkuat 
profesionalisme, dan meningkatkan integritas dalam 
praktik konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak 
sebagai kuasa wajib pajak sebagai bagian dari tax 
intermediaries yang berperan penting dalam sistem 
perpajakan nasional; 

b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
175/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tentang 
Konsultan Pajak belum mengatur mengenai pembinaan 
dan/atau pengawasan pihak lain yang bertindak sebagai 
kuasa wajib pajak sehingga perlu dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 259 ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan serta 
sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah 
Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak 
dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan 


